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Abstract  

 

This research describes the efforts of diplomatic pressure in Malaysia against 

Myanmar in dealing with the slaughter of Rohingya ethnic Muslims then, explain Malaysia 

and Myanmar diplomatic relations before the heated conflict of Rohingya Muslim ethnic 

massacre in Rakhine. The purpose of this study was to analyze and find out the shape and 

efforts of Malaysia to help the Muslim ethnic Rohingya. The humanitarian crisis that 

occurred in Myanmar received various criticisms from several countries such as Malaysia, 

Indonesia and other countries. This is due to the large number of Rohingya refugees who 

have fled to neighboring countries to get protection. the large number of Rohingya refugees 

can disrupt security stability in the Southeast Asia region, and cause concern for the 

country targeted by Rohingya refugees. Malaysia, one of ASEAN members, protested 

against the actions of the Myanmar government which had violated human rights towards 

its ethnic groups. Malaysia considers Myanmar's actions out of bounds and must be 

stopped so that there are no more victims. As for Malaysia's efforts to help Rohingya ethnic 

groups such as doing diplomacy and inviting ASEAN member countries and to work 

together to help their spirits. The existence of non-intervention principles that are used 

asean makes this problem unresolved.  
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PENDAHULUAN 

 

Pembantaian Etnis Muslim 

Rohingnya yang terjadi di Myanmar 

merupakan pelanggaran HAM  di dalam 

Negeri,  sehingga membuat beberapa 

Negara memprotes terhadap tindakan 

pembantaian Etnis Muslim Rohingnya. 

Salah satunya Malaysia, melalui tekanan 

diplomatiknya mereka mengecam 

tindakan dari pemerintah Myanmar yang 

telah melangar HAM terhadap Etnis 

Muslim Rohingya.  

Hal itu menimbulkan keretakan 

antara Malaysia dan Myanmar. 

Sebelumnya, Malaysia dan Myanmar 

telah melangsungkan hubungan 

diplomatik pada tahun 1980 yakni 

kerjasama di bidang ekonomi dan 

perdagangan dimana terdapat faktor 

utamanya yakni ketika Myanmar telah 

mendeklarasikan berakhirnya sosialisme 

dinegaranya, sehingga Myanmar juga 

menginisiasi membuka pintu kebijakan 

untuk investasi luar negeri pada tahun 

1989. Oleh karenanya, banyak negara 

seperti Malaysia mulai mencari peluang 

ekonomi (bisnis dan investasi) di Negara 

Myanmar (Sidhu ) 1.  

Kerjasama dalam bidang ekonomi 

dan perdagangan yang dilakukan oleh 

kedua negara, diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan masing-masing 

negara yang bekerjasama yakni Malaysia 

dan Myanmar dengan melakukan ekspor 

impor maupun investasi. Serta dengan 

harapan juga mampu meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat di Negara Malaysia dan 

Myanmar dengan melakukan kerjasama 

                                                             
1 Equal Rights Trust  (London: Equal Only in 

Name The Human Rights partnership with The 

Institute of Human Rights and Peace Studies, 

Mahidol University, 2014), 24. 

ekonomi perdagangan. Selain itu, 

Malaysia dan Myanmar juga  

bekerjasama dalam bidang pariwisata. 

Tahun 2001 adanya billateral tourism 

agreement antara Myanmar dengan 

Malaysia yaitu kerjasama mengenai 

Malaysia  Healthcar Travel Council  

yang telah bermitra  dengan badan 

pariwisata Myanmar mengenai pariwisata 

kesehatan di Malaysia 2.  

Tahun 2012  Malaysia dan 

Myanmar juga menjalin kerjasama yaitu 

ketika Malaysia akan mengadakan kursus 

pelatihan diplomatik untuk lima puluh 

(50) pejabat-pejabat di Negara Myanmar 
3. Penganjuran kursus ini merupakan 

salah satu hasil perbincangan semasa 

kunjungan resmi dari perdana Menteri 

Malaysia, Sri Najib Tun Hj Abdul Razak 

bersama kunjungan resmi Sri Anifah Hj 

Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia ke 

Negara Myanmar 4. Kursus  pelatihan 

institusional diplomatik dan  Kementerian 

Luar Negeri Malaysia di bawah 

penahanan program kerjasama teknis 

Malaysia dengan tujuan untuk 

memberikan penjelasan dan peningkatan 

kemampuan penjabat pemerintah 

Myanmar ketika menjadi pengurus 

ASEAN pada tahun 2014.  

Seiring dengan perkembangan 

zaman, di dunia internasional sering ada 

masalah yang terjadi seperti kejahatan 

kemanusiaan, ekonomi, pendidikan 

kesehatan, atau keamanan internasional. 

                                                             
2  Ibid,hal.67 
3 Abdelkader E,(2013), “ The Malaysia Muslims 

in Myanmar,” Past, Present, and Future, Oregon 

Review of International Law, 15 ( July 2013 ): 

393. 
4 Julia Hoffman, Andre Nolkaemper, and Isabelle 

Swerisses, Responsibility to Protect -From 

Principle to Practice, (Amsterdam: Pallas 

Publication and Amsterdam University Press, 

2012), 23.   
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Tidak ada keraguan bahwa di Asia 

Tenggara ada masalah kemanusiaan yang 

juga dapat mengganggu keamanan 

internasional. Secara khusus, seperti yang 

terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar. 

Konflik antara warga Myanmar yang 

didukung  militer  dengan etnis Muslim 

Rohingya belum menemukan titik terang. 

Sikap diam pemerintah Myanmar 

tampaknya membanjiri pembantaian Etnis 

Muslim Rohingnya tersebut 5. Hal ini 

membuat kedua negara yang dulunya 

pernah menjalin kerjasama yakni 

Malaysia dan Myanmar mulai 

merenggang dikarenakan Malaysia 

menganggap Myanmar tidak peduli 

dengan kondisi masyarakatnya khususnya 

etnis Muslim Rohingya 6. Akibatnya 

banyak pengungsi Rohingya yang di usir 

dari kediamannya,  PBB meminta negara-

negara yang berada di kawasan tersebut 

untuk menampung korban pengungsi 

rohingya, seperti Malasyia, Indonesia, 

Bangladesh, Thailand dan negara lainnya. 

Ada beberapa negara yang menolak 

kedatangan pengungsi rohingya salah 

satunya Malaysia, dimana mereka 

memiliki model pemerintahan tersendiri 

dalam menentukan arah kebijakannya 

sesuai dengan apa yang sedang dialami 

oleh Negara Malaysia  maupun sesuai 

dengan kebutuhan negara.  Hal  ini tidak 

terlepas dari politik yang dijalankan oleh 

Pemerintah Negara Malaysia. 

Adanya masalah yang terjadi 

seperti pengungsi Rohingya di Myanmar 

dan dapat mengganggu stabilitas 

keamanan di kawasan Asia Tenggara 

membuat Malaysia sebagai anggota dari 

                                                             
5 Arendshorst John, “ Dilemma of Non-

Interference Myanmar Human Rights and the 

ASEAN Charter ” 16 ( June 2009 ): 98. 
  
6 Ibid, Hal. 105. 

negara di ASEAN sendiri juga harus 

melakukan tindakan untuk dapat 

menyelesaikan suatu masalah mengenai 

pengungsi Rohingya tersebut. Dan di 

tambah lagi Malaysia tidak termasuk 

negara yang menandatangani konvensi 

pengungsi, hal inilah yang mendasari 

mengapa Malaysia menolak kedatangan 

para pengungsi Rohingya. Namun setelah 

beberapa minggu kemudian Malaysia 

kembali menerima kedatangan pengungsi 

rohingya, karena mereka masih merasa 

satu persaudaraan dengan etnis rohingya. 

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah 

Malaysia dalam menyikapi masalah para 

pengungsi Rohingya ini memiliki 

dinamika kebijakan yang berbeda. 

Dimana pada mulanya menolak untuk 

dapat menerima pengungsi Rohingya 

namun beberapa minggu kemudian, 

mereka mulai menerima kedatangan 

pengungsi rohingya.  

Langkah-langkah dari Malaysia 

dalam menangani pengungsi Rohingnya 

seperti  memberikan kartu tinggal 

sementara untuk pengungsi Rohingya 

yang berasal dari Myanmar untuk tetap 

tinggal di Malaysia hingga situasi aman 

untuk kembali lagi. Bantuan kepada 

Rohingya tersebut diberikan oleh 

Malaysia seperti halnya memberikan izin 

kerja informal bagi para pengungsi 

Rohingya di Malaysia meskipun Malaysia 

tidak menandatangani konvensi 

pengungsi PBB, para pengungsi tersebut 

diizinkan bekerja dengan berdagang atau 

berniaga, kemudian memungut sampah 

untuk dijadikan bahan daur ulang, dan 

bekerja di bangunan ataupun konstruksi.  

Terlepas dari langkah-langkah 

positif ini, perjanjian konstruktif dengan 

Myanmar untuk mengakui Rohingya 

sebagai warga negara dan mengakhiri 

diskriminasi yang sistemik dan tanpa 

henti terhadap Rohingya harus 
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diupayakan. Kemudian adanya dinamika 

kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah 

Malaysia pun juga turut berdampak 

kepada hubungan bilateral yang telah 

mereka jalankan sejak lama, karenanya 

terdapat masalah korban pengungsi 

Rohingya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan 

belum terselesaikan hingga hal tersebut 

menjadi perhatian dunia internasional. 

Akibatnya, beberapa Negara ikut 

memprotes terhadap pembantaian etnis 

Muslim Rohingnya salah satunya 

Malaysia mereka menganggap Myanmar 

telah melakukan pelanggaran HAM 

didalam Negeri.  

Sebagai Negara anggota ASEAN, 

Malaysia menganggap pembantaian etnis 

Muslim Rohingnya tersebut bukan lagi 

masalah dalam negeri melainkan masalah 

didalam kawasan regional ASEAN. Hal 

ini membuat Perdana Menteri Malaysia 

Tun Najib Razak beserta para anggota 

kabinetnya melakukan protes di kedutaan 

Myanmar yang berada di Kuala Lumpur, 

Malaysia 7, sehingga hubungan kerjasama 

bilateral yang dilakukan oleh Myanmar 

dan Malaysia saat ini sedang mengalami 

gejolak dikarenakan tindakan Myanmar 

terhadap kejahatan hak asasi manusia 

yang dilakukan kepada kaum minoritas 

Rohingya di Myanmar. Hal ini juga 

mengganggu hubungan diplomasi kedua 

belah pihak yakni antara Malaysia dengan 

Myanmar. Hubungan dua anggota 

ASEAN Malaysia dan Myanmar 

menegang setelah perdana menteri 

Malaysia Najib Razak di tahun 2016 

mengatakan bahwa telah terjadi genosida 

di Myanmar dan meminta dunia 

                                                             
7 Alison Brysk,  Globalization and Human Rights,  

1860-1870 (London: University of California 

Press, 1995) , 207- 210. 
 

internasional segera intervensi. 

Pemerintah Myanmar telah menghentikan 

pengiriman tenaga kerja Burma ke 

Malasyia. Penghentian ini dinilai akan 

berdampak karena selama ini Malaysia 

sangat bergantung pada buruh impor, 

berdasarkan data yang dihimpu Reuters, 

saat ni terdapat 147.000 pekerja migran 

asal Myanmar di Malaysia 8.  

Selain menyetop pengiriman 

tenaga kerja ke Malaysia, pemerintah 

Myanmar juga telah memanggil duta 

besar Malaysia di Myanmar untuk 

menyatakan keberatan atas pernyataan 

dari Najib Razak. Begitu juga dengan 

Malaysia yang memanggil duta besar 

Myanmar untuk memprotes tindakan 

kekerasan terhadap muslim Rohingnya 

selain itu, Malaysia juga membatalkan 

pertandingan tim sepak bola di bawah U-

22 dengan Myanmar sebagai bentuk 

protes. Mengenai pembantaian Etnis 

Muslim Rohingnya yang dilakukan 

Myanmar merupakan urusan dalam 

Negara Myanmar hal ini menjadikan 

Myanmar selalu menggunakan prinsip 

non intervensi. Sehingga menyebabkan 

krisis kemanusiaan dalam suatu Negara 

akan terus berlangsung dan individu 

maupun kelompok yang mengalami 

tekanan dari pemerintah tersebut tidak 

dapat mengakses aspek-aspek utama dari 

human security yang dicanangkan oleh 

PBB yaitu keamanan bagi diri  sendiri, 

keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, 

keamanan pangan, keamanan lingkungan, 

keamanan komunitas, dan  keamanan 

politik, dimana semua itu tidak didapat 

oleh etnis Muslim Rohingya.  

                                                             
8 Tri, Joko Waluyo, “ Konflik Tak Seimbang Etnis 

Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar konflik 

tak seimbang,’’ Jurnal Transnasional 19 ( Juni 

2008 ): 132. 
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Dunia internasional baik dari 

kalangan Negara-Negara maupun 

organisasi internasional seperti PBB juga 

tidak melakukan tindakan pencegahan 

terhadap pelanggaran HAM berat di 

Myanmar. Akibatnya salah satu Negara 

ASEAN yaitu Malaysia, melakukan 

tekanan diplomatik terhadap Myanmar 

yang dapat melanggar prinsip non 

intervensi, mereka memprotes terhadap 

krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis 

Muslim Rohingnya. Malaysia 

menganggap pembantaian etnis Muslim 

Rohingnya yang terjadi di Myanmar 

sudah tentu berdampak bagi negara 

anggota ASEAN yang lain. Pengungsi 

yang melarikan diri dari Myanmar bisa 

menimbulkan ancaman stabilitas internal 

bagi negara yang mereka datangi. 

Menanggapi permasalahan seperti ini, 

seharusnya prinsip non intervensi sudah 

mulai dapat dikesampingkan, karena 

selain memberikan dampak bagi Negara 

anggota yang lain permasalahan ini juga 

sangat tidak pantas dari sisi kemanusiaan.  

Untuk membantu menjelaskan 

bagaimana upaya diplomatik Malaysia 

terhadap Myanmar dalam menangani 

pembantaian Etnis Muslim Rohingya 

maka penulis akan menggunakan 

persepektif realis. Bagi kaum realis 

negara merupakan aktor utama dalam 

hubungan internasional, sekaligus 

menenkankan hubungan antar negara 

dalam konteks ini diasumsikan sebagai 

entitas yang bersifat tunggal dan rasional. 

Maksudnya adalah bahwa dalam tataran 

negara perbedaan pandangan politis telah 

diselesaikan hingga menghasilkan suatu 

negara. Sedangkan negara dianggap 

rasional karena mampu menentukan 

bagaimana cara mencapai kepentingan 

agar mendapatkan hasil yang maksimal 9. 

Kemudian, penulis juga menggunakan 

teori Diplomasi Menurut Sumaryo 

Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan 

politik dan merupakan bagian dari 

kegiatan internasional yang saling 

berpengaruh dan kompleks dengan 

melibatkan pemerintah dan organisasi 

internasional dalam mencapai tujuannya.  

Ada dua metode yang terdapat 

dalam teori diplomasi yaitu hard 

diplomacy dan soft diplomacy.  Hard 

diplomacy adalah cara suatu negara untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya 

dengan pendekatan hard power, seperti 

kekuatan militer. Sedangkan soft 

diplomacy adalah cara suatu negara untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya 

dengan pendekatan sosial dan budaya. 

Bisa kita perhatikan bahwa negara - 

negara pada zaman dulu, ketika masa - 

masa terjadinya perang dunia, negara 

mengutamakan hard diplomacy dalam 

memenuhi national interestnya. Namun, 

seiring berjalannya waktu sudah banyak 

negara yang melakukan soft diplomacy 

dalam memberikan pengaruhnya. 

Diplomasi juga merupakan 

praktek pelaksana perundingan antar 

negara melalui perwakilan resmi. 

Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu 

sendiri tanpa ada campur tangan pihak 

lain atau negara lain. Diplomasi  antar 

negara dapat mencakup seluruh proses 

hubungan luar negeri, baik merupakan 

pembentukan kebijakan luar negeri dan 

terkait pelaksanaannya. Diplomasi 

dikatakan juga mencakup teknik 

operasional untuk mencapai kepentingan 

nasional di luar batas wilayah yuridiksi. 

                                                             
9 Viotti, Paul R. Dan Mark V. Kauppi, “ 

International relations  

TheoryRealism,Pluralism,Globalis and Beyond”, 

MA:A Viaccom Company, 1998. Hal. 32. 
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Ketergantungan antar negara yang 

semakin tinggi yang kemudian 

menyebabkan semakin banyak jumlah 

pertemuan internasional dan konferensi 

internasional yang dilakukan sampai saat 

ini 10.  

Diplomasi dan power (kekuatan) 

saling berhubungan dalam suatu negara, 

semakin besar power suatu negara, maka 

semakin besar pula efektivitas diplomasi 

dari suatu negara tersebut. Begitu pula 

dengan Malaysia, semakin tinggi power 

yang dimiliki Malaysia maka semakin 

baik pula diplomasi Malaysia dengan 

negara lain. Lalu, penulis menggunakan 

konsep keamanan manusia (Human 

Security) yang menjadi alasan etnis 

Rohingya untuk mengungsi karena 

keamanan dan kebutuhan hak-hak dasar 

mereka yang tidak terpenuhi. Dalam studi 

hubungan internasional terdapat konsep 

keamanan yang membahas berbagai 

bentuk ancaman keamanan. Ancaman 

keamanan itu sendiri terbagai atas 

ancaman keamanan tradisional dan 

ancaman keamanan non-tradisional.  

Human security memiliki arti 

keamanan bagi manusia. Keamanan yang 

dimaksud adalah keamanan dari adanya 

ancaman kelaparan, penyakit, serta 

penindasan. Keamanan berupa 

perlindungan dari gangguan yang dapat 

mendatangkan kerugian pada kehidupan 

sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat 

bekerja, maupun kehidupan di 

masyarakat. Menurut Buzan dalam 

artikelnya “ security “ keamanan menjadi 

konsep yang debatable karena konsepsi 

mengenainya berbeda-beda dari satu 

individu ke individu lainnya, dari satu 

kelompok ke kelompok lainnya. 

                                                             
10 S L , Roy,  Diplomasi, (Jakarta Utara, PT Raja 

Grafindo persada, 1995), 35.  

 

Keamanan menurut Buzan dan Hansen 

menjadi semakin jelas berkaitan dengan 

tujuan politik serta norma dalam 

mendefinisikan keamanan sebagai sebuah 

konsep. Keamanan akan selalu menjadi 

konsep yang “memiliki garis 

penghubung” serta berkaitan dengan 

referent object secara khusus, lokasi 

eksternal ataupun internal, juga kepada 

satu atau beberapa sektor yang khususnya 

berkaitan dengan cara pandang dalam 

politik.  

Keamanan manusia kemudian 

menanggapi ancaman keamanan secara 

terpadu. Keamanan manusia melindungi 

semua aspek kehidupan manusia 

mencakup lingkup keamanan individu 

dan masyarakat. Melibatkan aktor yang 

lebih luas, seperti masyarakat sipil, 

organisasi internasional, dan negara. 

Pelanggaran hak-hak asasi yang dialami 

Rohingya memerlukan peran dari 

berbagai pihak sehingga apa yang 

menimpa Rohingya dapat segera teratasi. 

Berbagai penindasan dan tindakan 

diskriminasi yang diterima oleh Rohingya 

merupakan ancaman terhadap 

kemanusiaan. Berdasarkan konsep 

keamanan di atas tentu saja etnis 

Rohingya tidak terpenuhi keamanannya. 

Masalah-masalah kemanusiaan, HAM, 

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

dasar bagi Seorang individu terjadi pada 

etnis Muslim Rohingya. identitas 

kewarganegaraan mereka pun kini telah 

dihilangkan. 

Tingkat analisa sangat diperlukan 

dalam sebuah penelitian termasuk 

penelitian dibidang Hubungan 

Internasional. Terdapat beberapa tingkat 

analisa dalam fenomena HI, namun tidak 

semua tingkat analisa dapat 

digunakan.Menurut Mohtar Mas’oed ada 

lima kategori yang penting untuk 

diketahui dalam menentukan tingkat 
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analisa dalam sebuah studi hubungan 

internasional, yakni perilaku individu, 

perilaku kelompok, Negara-Bangsa, dan 

system internasional. Pada penelitian ini 

tingkat analisa yang digunakan adalah 

analisa negara- Bangsa dimana Negara-

Bangsa adalah pengambil keputusan 

tertinggi pada kebijakan negara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Akibat tidak diakuinya etnis 

Rohingya sebagai warga negara 

Myanmar, masyarakat etnis Rohingya 

mengalami berbagai bentuk perlakuan 

diskriminatif dalam berbagai aspek. 

Diskriminasi yang terjadi terhadap etnis 

Rohingya di Myanmar seperti penolakan 

status kewarganegaraan, kerja paksa, 

penyitaan  properti secara sewenang-

wenang, terbatasnya akses pendidikan 

dan kesehatan termasuk juga propaganda 

anti-Rohingya dan anti-Muslim, kerja 

paksa, pembatasan gerak, pembatasan 

lapangan kerja, larangan mempraktikkan 

ajaran agama, serta tidak diakuinya etnis 

Rohingya sebagai warga negara Myanmar 

berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 

1982.  

Sejak UU Kewarganegaraan 1982 

diberlakukan di Myanmar, etnis yang 

diakui sebagai warga negara adalah etnis 

yang telah lama berada di Myanmar 

sebelum kependudukan kolonial Inggris 

tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis, 

namun warga etnis Rohingya tidak 

termasuk didalamnya karena dianggap 

sebagai etnis Bengali yaitu etnis yang 

berasal dari Bangladesh 11.  

                                                             
11 Tri,Joko Waluyo,” Konflik tak seimbang Etnis 

Rohingya dan Etnis rakhine di Myanmar konflik 

tak seimbang,’’ jurnal transansional 06 ( 

November 2018):35. 

 

Berbagai perlakuan diskriminatif 

tersebut menjadi penyebab  terjadinya 

eksodus etnis Rohingya ke Bangladesh 

dan terus mendorong arus pengungsi baru 

ke negara-negara tetangga Myanmar 

lainnya seperti Thailand, Indonesia, 

Malaysia12. Selama junta militer 

menguasai pemerintahan Myanmar, pada 

tahun 1982 muncul kebijakan baru yang 

disebut Burma Citizenship Law (BCL) 

dimana warga Rohingya tidak mendapat 

hak kewarganegaraan, hak atas tanah, dan 

pendidikan serta pekerjaan yang layak 

dan cukup. Tidak seperti golongan etnis 

minoritas lainnya yang setidaknya diakui 

kewarganegaraannya oleh pemerintah 

Myanmar, etnis Muslim Rohingya ini 

dianggap sebagai penduduk asing yang 

berasal dari Bangladesh. Selanjutnya, 

demokrasi yang telah diusung sejak tahun 

2010 tidak membawa perubahan yang 

signifikan bagi etnis Rohingya.  

 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM) di Myanmar telah menjadi 

perhatian publik Internasional. PBB 

menuduh Myanmar melakukan 

pembersihan etnis Muslim di Rohingya, 

setelah tentara Myanmar menembaki 

sedikitnya 30 orang di sejumlah desa 

yang dihuni Muslim Rohingya di daerah 

Rakhine dan membakar rumah-rumah 

mereka. Kasus pelanggaran HAM di 

Myanmar telah terjadi sejak 1962, dimana 

Muslim Rohingya dibatasi untuk 

mendapatkan pendidikan, penggunaan 

bahasa dan kebebasan beragama. Konflik 

antara etnis Rohingya dengan etnis 

Buddha Rakhine tentu mengakibatkan 

kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai 

kelompok minoritas. Tindakan kejahatan 

                                                             
12 ‘’Eksodus merupakan kegiatan meninggalkan 

kota secara besar 

besaran,’’http://brainly.co.id/tugas/1513470 ( 

diakses pada 28 april 2016 ). 
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kemanusiaan dan diskriminasi terhadap 

etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung 

sejak Myanmar belum merdeka. 

Kejahatan kemanusiaan dan 

diskriminasi terhadap etnis Rohingya 

terus berlanjut hingga Myanmar merdeka 

bahkan hingga saat ini. Hal tersebut 

dikarenakan dibentuknya UU 

Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 

1982. Kebijakan tersebut menyatakan 

bahwa pemerintah mengeluarkan 

Rohingya dan beberapa etnis minoritas 

lainnya dari daftar etnis asli Myanmar, 

undang-undang tersebut juga menyatakan 

bahwa etnis yang akan diakui sebagai 

etnis asli Myanmar adalah etnis yang 

mampu membuktikan bahwa mereka 

mampu membuktikan memiliki nenek 

moyang yang sudah tinggal di Myanmar 

sejak tahun 1823 13. Namun, meskipun 

sejarah menyatakan bahwa etnis 

Rohingya sudah ada di Myanmar sejak 

abad 7 Masehi, pemerintah Myanmar 

tetap meyakini etnis Rohingya sebagai 

imigran ilegal asal Bangladesh yang tidak 

berhak atas kewarganegaraan Myanmar.  

Kejahatan kemanusiaan dan 

diskriminasi terhadap etnis Rohingya 

terus berlanjut dan memuncak pada tahun 

2012. Pada Juni 2012, etnis Buddha 

Rakhine melakukan serangan dan 

pembantaian terhadap etnis Rohingya 

dikarenakan adanya tuduhan bahwa 

seorang wanita Buddha telah diperkosa 

oleh warga etnis Rohingya. 

Pemberontakan tersebut mengakibatkan 

puluhan warga Muslim Rohingya tewas 

terbunuh. Konflik ini juga mengakibatkan 

Muslim Rohingya kehilangan tempat 

tinggalnya karena rusak dan terbakar saat 

konflik berlangsung. Konflik ini 

                                                             
13 Ludfiani, A, krisis kemanusiaan dan upaya 

thailand mengatasi gelombang penungsi rohingya, 

2rd ed, ( 2012 ),82-88. 

menyebabkan sekitar 75 ribu rakyat etnis 

Muslim Rohingya mengungsi karena 

merasa terancam dengan adanya 

kekerasan antar dua kelompok etnis di 

wilayah Rakhine tersebut ,  akibatnya 

banyak pengungsi Rohingya melarikan 

diri ke negara-negara tetangga guna 

mencari perlindungan 14, kemudian hal ini 

juga menyebakan terganggunya 

keamanan stabilitas kawasan asia 

tenggara dan negara-negara yang dituju 

pengungsi rohingya. Malaysia salah satu 

negara ASEAN memprotes tindakan dari 

pemerintah Myanmar yang telah 

melakukan pelanggaran HAM terhadap 

etnis Muslim Rohingya, sehingga hal ini 

Malaysia telah melanggar prinsip non 

intervensi yang telah dianut oleh negara 

anggota ASEAN. Sebelumnya,  kedua 

negara ini juga pernah melangsungkan 

hubungan diplomatik sejak awal tahun 

19-an , adapun bentuk kerjasama dari 

kedua negara ini seperti kerjasama dalam 

bentuk ekonomi dan perdagangan, 

kerjasama dalam bidang ilmu pendidikan 

dan teknologi, kemudian terdapat 

kerjasama dalam bidang pariwisata.   

Tujuan kerjasama kedua negara 

ini yaitu sama-sama meningkatkan power 

dalam masing-masing negara dan saling 

membantu dalam meningkatkan 

eksistensinya. Semenjak adanya 

pembantaian etnis Muslim Rohingya 

yang dilakukan Myanmar membuat 

Malaysia bersama perdana Menteri Tun 

Najib Razak ikut memprotes tindakan 

Myanmar di kantor kedutaan Myanmar 

yang berada di Malaysia, hal ini tentu 

juga berdampak bagi hubunga kedua 

negara tersebut. Malaysia menganggap 

pembantaian yang terjadi pada etnis 

rohingya merupakan pembersihan etnis ( 

ethnic cleansing ) dan hal ini harus segera 

                                                             
14 Ibid, Hal. 110 
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dihentikan. Malaysia juga merasa 

terganggu adanya banyak pengungsi 

Rohingya yang banyak melarikan diri ke 

negara-negara tetangga terutama ke 

Malaysia, seperti yang diketahui Malaysia 

bukan termasuk anggota yang 

menandatangani konvensi pengungsi 

tahun 1951 dan tahun sebelumnya 

Malaysia telah menerima banyak 

pengungsi rohingya dengan jumlah yang 

banyak. Malaysia juga berharap 

pelanggaran HAM yag terjadi pada etnis 

rohingya dapat dihentikan dan Malaysia 

menganggap konflik ini bukan lagi 

masalah dalam negeri Myanmar sendiri 

melainkan masalah kawasan bersama.  

Akar masalah yang awalnya 

adalah pelanggaran HAM oleh 

pemerintah Myanmar terkait dengan 

identitas bangsa Rohingya, telah 

berkembang menjadi perdagangan orang, 

kerja paksa, buruh anak, dan bahkan 

menjadi isu terorisme.  

Ada dua faktor utama yang menyebabkan 

pro dan kontra ini. Pertama adalah 

definisi apakah dampak kasus Rohingya 

sudah memengaruhi negara lain atau 

tidak. Negara-negara ASEAN 

mengadopsi prinsip non-

interference yang tertulis di dalam Treaty 

of Amity and Corporation (TAC) 1971 

ketika pendirian ASEAN. Perdebatan dari 

prinsip non-interference saat ini juga 

terkait dengan prinsip Responsible to 

Protect (R2P) di bawah United Nations 

Prevention of Genocide. Prinsip tersebut 

menyatakan bahwa kedaulatan sebuah 

bangsa tidak menjaminnya dari intervensi 

internasional jika negara-negara tidak 

melindungi kesejahteraan warganya. 

Malaysia adalah negara yang terbuka 

menyatakan bahwa kasus Rohingya sudah 

masuk berdampak kepada kawasan dan 

dapat menganggu keamanan stabilitas di 

Kawasana Asia Tenggara. Hal ini 

disebabkan lebih dari 14.000 etnis 

Rohingya yang saat ini ditampung di 

Malaysia. Malaysia tampaknya 

menggunakan Responsible To Protect ( 

R2P ) untuk  terlibat dalam membantu 

mengatasi pembantaian etnis Muslim 

Rohingya.  

Kementerian Luar Negeri 

Malaysia telah menyatakan bahwa kasus 

Rohingya sudah masuk dalam krisis 

humanitarian15. Dalam pertemuan forum 

di ASEAN, ada beberapa negara yang 

berpihak pada Myanmar seperti 

Singapura, Thailand mereka menganggap 

konflik yang terjadi pada etnis Muslim 

Rohingya merupakan masalah internal 

Myanmar.  Walapun ada beberapa negara 

yang berpihak pada Myanmar, Malaysia 

berharap krisis kemanusiaan yang terjadi 

pada etnis Muslim Rohingya bisa segera 

terselesaikan.  Adapun upaya diplomatik 

Malaysia dalam menangani pembantaian 

etnis Muslim Rohingya yaitu peran 

Malaysia dalam kerangka OKI, peran 

Malaysia dalam kerangka ASEAN dan 

masih banyak peran Malaysia dalam hal 

membantu pengungsi Rohingya seperti 

memberika KTP sementara, memberikan 

pekerjaan, membantu mendirikan sekolah 

bagi anak-anak rohingya yang berada di 

Malaysia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 

https://nasional.sindonews.com/read/1241228/18/r

ohingya-dan-asean-1505832567 ( diakses pada 03 

Maret 2019 ).  

https://nasional.sindonews.com/read/1241228/18/rohingya-dan-asean-1505832567
https://nasional.sindonews.com/read/1241228/18/rohingya-dan-asean-1505832567
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KESIMPULAN 

 

 Malaysia yang merupakan negara 

Muslim dan juga sebagai anggota 

ASEAN, sudah sepatutnya membantu 

etnis Muslim Rohingya, tindakan 

diplomatik Malaysia yang memprotes 

Myanmar lewat Perdana Menteri dan 

Kabinetnya membuat beberapa negara 

Islam juga ikut membantu Rohingya dan 

mengecam tindakan dari Myanmar 

tersebut.  Tindakan diplomatik Malaysia 

untuk membantu etnis Muslim Rohingya  

dapat dikatakan belum efektivitas, 

mengingat konflik ini sudah mulai lama 

terjadi, isu Rohingya bukan lagi hal asing 

untuk diperbincangkkan adanya faktor 

keterlambatan yang membuat konflik ini 

belum terselesaikan. Berbeda dengan 

Malaysia Indonesia  lebih menggunakan 

konsep soft power diplomacy dengan cara 

yang lebih persuasif, seperti memberikan 

bantuan kemanusian yang inklusif dan 

membuka komunikasi dengan seluruh 

pihak. Langkah demikian diharapkan 

lebih memberikan kontribusi positif 

dalam upaya penyelesaian konflik 

Rohingya.  

            Proses diplomasi yang   

dilakukan Malaysia untuk membantu 

etnis Muslim Rohingya adalah dengan 

mengajak beberapa negara ASEAN, 

Organisasi Kerjasama Islam ( OKI ), 

untuk merundingkan masalah Rohingya 

di dalam forum Organisasi ASEAN dan 

mencari solusi terbaik untuk membantu 

etnis Muslim Rohingya. namun adanya 

beberapa faktor yang menjadikan 

diplomasi dan kerjasama ini tidak sesuai 

yang diharapkan seperti ketika membahas 

masalah etnis Muslim Rohingya di dalam 

forum ASEAN, Myanmar tidak ikut 

menghadiri forum tersebut, kemudian 

masih ada beberapa negara yang tidak 

peduli dengan masalah Rohingya, dan 

faktor lainnya berasal dari prinsip non 

intervensi yang digunakan ASEAN 

sehingga membuat masalah ini belum 

terselesaikan. Kekuatan diplomasi yang 

digunakan Malaysia bersama negara-

negara lainnya hanya bisa membantu 

Rohingya dari segi material, dan bantuan-

bantuan lainnya. Mereka hanya bisa 

menekan Myanmar dan tidak dapat 

menghentikan masalah tersebut, 

mengingat adanya prinsip non intervensi 

yang digunakan. Prinsip non intervensi, 

yang tercantum dalam Piagam ASEAN 

pada 1967, memberikan legitimasi kepada 

para anggota ASEAN untuk tidak 

mencampuri urusan internal negara 

masing-masing. Faktor lainnya yang 

menjadikan masalah ini belum 

terselesaikan adalah kepemimpinan dari 

pemerintah Myanmar sendiri, yang tidak 

dapat mengatasi masalah HAM di dalam 

negerinya. 

            Sikap Myanmar yang tidak 

tegas dalam mengatasi etnis Rohingya 

yang menjadikan masalah ini terus 

berlangsung sampai sekarang dan 

menjadi perhatian dunia internasional. 

Walaupun Malaysia dan negaranya lainya 

berhasil memberikan bantuan kepada 

etnis Rohingya, terutama Indonesia juga 

telah melakukan negosiasi dengan 

pemerintah Myanmar lewat Perdana 

Menterinya untuk  menghentikan 

kekerasan terhadap orang-orang 

Rohingya di wilayah Rakhine, tetap saja 

belum bisa karena kuncinya ada di militer 

Myanmar dan pemimpinnya. Adanya 

kepentingan yang menjadikan etnis 

Rohingya sebagai korban dari tindakan 

pemerintah Myanmar yang terus 

berlanjut. Walaupun  upaya Malaysia dan 

negara lainnya belum maksimal dalam 

membantu Rohingya, setidaknya mereka 

patut diberi apresiasi, dan masih peduli 

dengan etnis Rohingya. 
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